BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada
bab sebelumnya mengenai perlindungan dan jaminan hukum serta
pengawasan terhadap produk impor yang tidak mencantumkan label

halal, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlindungan merupakan suatu jaminan hukum yang
seharusnya didapatkan konsumen atas setiap produk yang
dikonsumsi maupun digunakan. Perlindungan sebagai jaminan
hukum menunjukan adanya fungsi dan tujuan tercapainya
hukum, yang dalam hal ini adanya UUJPH. Hal ini dapat
dilakukan dengan beberapa diantaranya aktif melakukan
penghimbauan dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar
berhati-hati dalam memilih produk impor, serta memberikan
edukasi agar mengetahui ciri-ciri serta proses suatu produk
yang telah melalui pengujian sertifikasi. Melakukan tindakan
penegakan terhadap pelaku usaha yang tidak bertanggung
jawab atas produknya, sekaligus menerbitkan Peraturan
Pemerintah (PP) sebagai payung hukum melaksanakan sistem
jaminan halal. Perlindungan terhadap masyarakat selaku

konsumen juga perlu dilakukan oleh lembaga dan pihak yang
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terlibat dalam sistem jaminan halal yang berbentuk kerjasama
dalam hal memantau dan memeriksa proses sertifikasi. Semua
bentuk perlindungan sebagai jaminan hukum Kkepada
masyarakat ini tentu bertujuan agar masyarakat tidak lagi ragu-
ragu dan khawatir dengan adanya produk impor, karena telah
diberikan edukasi oleh pihak yang berwenang, hal ini tentu akan
memenuhi hak selaku konsumen dan ketenangan pada pelaku
usaha.

. Pengawasan terhadap keberadaan produk impor yang tidak
mencantumkan label halal atau keterangan tidak halal pada
produk dengan melakukan standarisasi produk secara
internasiona, sehingga akan memudahkan dalam melakukan
kerjasama dalam hal proses produk impor. Ketentuan ini akan
memperkuat kerjasama internasional saling pengakuan yang
telah diatur dalam UUJPH, hal ini untuk menghindari perbedaan
ketentuan diberbagai negara dalam hal menangani sertifikasi
halal. Pengawasan juga dengan melakukan pembaruan
sertifikasi termasuk pengujian kembali secara berkala yang
dibebankan kepada pelaku usaha demi menjaga konsistensi
dan kehalalan produknya. Hal ini untuk mencegah perubahan
proses produk halal menjadi tidak halal yang dapat dilakukan
oleh oknum pelaku usaha. Dan pengawasan secara maksimal

harus dilakukan oleh semua pihak dalam kerjasama
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internasional diberbagai negara. Juga memberikan ketegasan
pemberlakuan ketentuan mengenai keharusan mencantumkan
keterangan tidak halal, agar dapat diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Pengawasan juga dilakukan dalam
bentuk pemberian sanksi terhadap pelaku usaha impor yang
tidak melakukan sertifikasi halal berupa peringatan tertulis,
denda administratif, dan pencabutan sertifikat halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, maka penulis

memiliki saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah
(PP) sebagai peraturan pelaksana dari UUJPH agar dapat
diaplikasikan secara maksimal sehingga menghindari produk
impor yang tidak memiliki label halal. Pemerintah juga perlu
melakukan penghimbauan secara aktif kepada masyarakat, baik
melalui lembaga yang terlibat maupun memanfaatkan peran
media sosial yang dapat memberikan pengaruh yang signifikan.
Memberikan edukasi kepada sumber daya manusia selaku
pihak yang secara langsung memantau proses produk halal
agar dapat bekerja dengan professionalitas yang baik
khususnya dalam lingkungan internasional. Hal ini agar dapat
mengimbangi peran pemerintah dalam upaya melakukan

perlindungan sebagai jaminan hukum terhadap masyarakat
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agar terhindar dari produk impor yang belum terjamin
kehalalannya.

. Melakukan peningkatan dukungan dan komitmen diantara
negara-negara internasional dalam hal kerjasama internasional,
juga dalam hal saling pengakuan lembaga halal, sehingga
lembaga di setiap negara khususnya negara-negara impor
produk halal terbesar yang menjadikan Indonesia sebagai
sasaran negara pasar impor halal. Diharapkan mampu menjadi
negara Yyang mempelopri standarisasi produk secara
internasional, dimulai dengan langkah merangkul negara-
negara terlebih dahulu agar memperhatikan sistem jaminan
produk halal. Namun dari hal-hal tersebut di atas, alangkah
lebih baik jika Indonesia tidak hanya menjadi negara yang
menjadi sasaran trend pasar impor halal dunia, tetapi juga
menjadi negara kiblat produk halal bagi negara-negara di dunia
serta negara yang pandai melakukan ekspor produk-produk
hasil karya cipta pelaku usaha Indonesia sehingga dapat
semakin meningkatkan kualitas Indonesia dimata dunia
khususnya dalam hal produk Indonesia yang berkualitas. Ini
dapat diwujudkan dengan melakukan optimalisasi
pemberdayaan UMKM untuk dapat bersaing di pasar nasional

maupun internasional.
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